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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

(KUA)

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat
kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagaimana tertuang
dalam Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan apabila terjadi:

1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran
antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan,
dan antar jenis belanja;

3. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;

4. keadaan darurat; dan/atau

5. keadaan luar biasa.

Selanjutnya, Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  menjelaskan
Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa
terjadinya: a) pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan
Daerah; b) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah;
dan/atau c) perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

Pandemi Covid-19 yang masih terjadi sampai dengan saat ini, tidak
hanya membawa dampak pada bidang kesehatan namun pada sektor
perekonomian dan keuangan yang diperkirakan berdampak tidak hanya
pada tahun ini saja, tetapi juga dapat berlanjut pada tahun depan. Oleh
karena itu, perlu dilakukan antisipasi yang memadai diikuti oleh

pengambilan keputusan secara tepat untuk dapat meminimalisasi
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dampak negatif pada sektor ekonomi dan keuangan daerah. Komitmen
Pemerintah Kota untuk menjaga keberlanjutan keuangan daerah guna
mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan
dengan berbagai upaya untuk mengelola fiskal dengan sebaik-baiknya
melalui peningkatan pendapatan daerah secara optimal, serta berupaya
melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran. Hal ini diarahkan
agar pelaksanaan APBD dapat memberikan manfaat yang optimal bagi
seluruh lapisan masyarakat Kota Surabaya.

Dinamika tersebut menempatkan kondisi perekonomian Kota
Surabaya sebagai perhatian dalam penyusunan Perubahan KUA Tahun
Anggaran 2021, utamanya tersedianya dana untuk belanja yang
diperoleh dari pendapatan. Ketersediaan dana dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah nantinya akan digunakan dalam
mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan pemberian pelayanan
kepada masyarakat, sehingga harapan masyarakat maupun tantangan
yang dihadapi pemerintah dapat diwujudkan dan pada akhirnya
diharapkan pula dapat memberikan implikasi yang lebih luas terhadap
suksesnya pelaksanaan mandat yang diamanatkan kepada pemerintah
serta semakin meningkatnya kesejahteraan warga Kota Surabaya.
Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk menyusun
Perubahan Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan
Pembiayaan Daerah dalam Rancangan Perubahan KUA Tahun
Anggaran 2021.

Perubahan KUA Tahun Anggaran 2021 ini merupakan respon
kebijakan terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Surabaya
pada Tahun Anggaran 2021 dengan mempertimbangkan kondisi
perekonomiannya. Pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun
2021, kebijakan keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya telah
mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

Sebagai upaya menjamin konsistensi Perubahan Kebijakan

Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan
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Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Kepala Daerah harus
menyampaikan Perubahan tersebut kepada DPRD untuk selanjutnya
hasil pembahasan terhadap dokumen tersebut disepakati bersama
antara Kepala Daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan,
sehingga keterpaduan substansi Perubahan KUA dan Perubahan
PPAS dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 akan lebih efektif.
Kesepakatan terhadap rancangan Perubahan KUA dan rancangan
Perubahaan PPAS antara Walikota dan pimpinan DPRD telah
dilaksanakan tanggal 26 Agustus 2021 sebagaimana tertuang dalam Nota
Kesepakatan antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya tentang Perubahan Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
nomor: 903/9772/436.8.1/2021, nomor : 36 tahun 2021 serta Nota
Kesepakatan antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya tentang Perubahan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021,
nomor:903/9773/436.8.1/2021, nomor 37 Tahun 2021.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA
Tujuan disusunnya Perubahan KUA Tahun 2021 adalah untuk :

1. Menyusun Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah,
yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2021;

2. Menyusun asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan
P-APBD) Tahun Anggaran 2021 yang akuntabel guna dijadikan

dasar perencanaan pembangunan.

1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA
Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan
Umum Anggaran Kota Surabaya Tahun 2021 meliputi :
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1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
DaerahDaerah Kota  Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa
Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat Il Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam
Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4287);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4723);
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8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan Dalam
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5679);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6042);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187);

16.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan -
Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger -
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Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

17.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);

19.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencaa
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018
Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran
Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
462);

21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 139);

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019
Tentang Kilasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan
Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
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25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 888);

27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

28.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka
Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan Dampaknya ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
149);

29.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);

30.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019
Nomor 5 Seri D);

31.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;

32.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota
Surabaya Nomor 11).

33.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah
Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12);
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34.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran
Daerah Kota Surabaya Nomor 10);

35.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 08 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor
8);

36.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah
Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 5);

37.Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021 (Berita
Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 37);

38.Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021
(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 49).
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BAB Il
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Penyebaran kasus Covid-19 yang masih terjadi tidak diketahui
kapan akan berakhir, namun perekonomian global di tahun 2021
diperkirakan masih lebih baik dibanding tahun 2020. Hal tersebut dilatar
belakangi oleh salah satu program memutus penyebaran Covid-19 melalui
program vaksinasi. Optimisme program vaksinasi yang telah dilakukan
oleh banyak negara di dunia memberikan harapan akan pemulihan
ekonomi secara keseluruhan. Pemulihan tersebut ditunjukkan oleh
beberapa indikator ekonomi global yang menunjukkan sinyal tren positif
sebagai dampak menurunnya kasus harian Covid-19 secara global.

Di Indonesia, dinamika kasus varian Covid-19 masih memberikan
risiko ketidakpastian terhadap perekonomian domestik. Masuknya virus
varian baru yang lebih mudah menular dan lebih berbahaya membuat
kasus harian Covid-19 secara umum mengalami peningkatan. Hal itu
ditunjukkan oleh kasus harian Covid19 melonjak tajam yang terjadi pasca
perayaan Idul Fitri di bulan Juni 2021. Peningkatan kasus Covid-19 di bulan
Juli 2021 terjadi hampir 10 kali lipat dari rata-rata kasus harian sebelumnya
pada kisaran 5 ribu kasus menjadi hampir 50 ribu kasus perhari. Tingginya
kasus Covid-19 di Indonesia saat ini mendorong pemerintah pusat terus
memberlakukan kebijakan penanganan penyebaran Covid-19 melalui
penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)
Darurat yang bertujuan untuk menahan mobilitas masyarakat khususnya
untuk wilayah-wilayah yang memiliki resiko penyebaran virus Covid-19
yang tinggi.

Resiko yang perlu diwaspadai selain ketidakpastian kapan
berakhirnya pandemi Covid-19 yakni dampak lanjutan pandemi Covid yang
berlangsung lama. Dampak-dampak yang timbul akibat program

pemerintah dalam penanganan Covidl9 seperti pembatasan kegiatan
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masyarakat yakni menurunnya perekonomian masyarakat secara umum.
Menurunnya perekonomian menyebabkan pendapatan para pelaku usaha
menurun. Bahkan tidak sedikit pelaku usaha yang bertahan di masa
pandemi dan memutuskan untuk berhenti beroperasi. Hal ini yang
menyebabkan munculnya permasalahan lain seperti meningkatnya angka
pengangguran, meningkatnya tingkat kemiskinan dan permasalahan
lainnya. Oleh karena itu pemerintah merumuskan kebijakan pemulihan
perekonomian dalam program-program strategis dalam perencanaan
pembangunan guna menahan resiko perlambatan ekonomi yang lebih
dalam.

Di Kota Surabaya, dampak Covid-19 terhadap perekonomian Kota
Surabaya sangat signifikan. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota
Surabaya terkontraksi cukup dalam yakni sebesar -4,85 persen, dimana
kontraksi yang terjadi lebih dalam dibanding di Jawa Timur dan Nasional
yang tercatat sebesar -2,39 persen dan -2,7 persen. Besarnya tekanan
dampak Covid19 terhadap perekonomian Kota Surabaya dipengaruhi oleh
karakteristik perekonomian Kota Surabaya yang merupakan kota
perdagangan dan pariwisata. Kota Surabaya menjadi kota tujuan bisnis,
industri, rekreasi, kesehatan maupun pendidikan membuat lapangan
usaha pendukung pariwisata berkembang pesat yakni lapangan usaha
perdagangan besar eceran reparasi mobil dan sepeda motor, penyediaan
makan dan minum, industri dan jasa. Sebagaimana identifikasi, kerentanan
dampak Covid-19 relatif parah terjadi pada wilayah padat penduduk, dan
daerah dengan struktur perekonomian berbasis industri, pariwisata,
perdagangan serta sektor jasa. Berdasarkan data rilis BPS, sektor-sektor
tersebut yang mendorong terkontraksinya perekonomian Kota Surabaya
lebih dalam dibanding wilayah lainnya sebagai imbas implikasi kebijakan
pembatasan kegiatan masyarakat.

Dari sisi perkembangan harga, tingkat inflasi Kota Surabaya
sampai Tahun 2021 diperkirakan sebesar 3,0 + 1 persen. Berdasarkan
laporan data Badan Pusat Statistik Jawa Timur, capaian inflasi Kota
Surabaya secara kumulatif hingga bulan Juni 2021 sebesar 1,00 persen.
Capaian tersebut tergolong rendah mengingat periode waktu sudah
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memasuki pertengahan tahun dengan capaiannya masih 1 persen.

Berdasarkan sub kelompoknya, inflasi Kota Surabaya secara kumulatif

hingga Juni 2021 dikontribusi oleh sub penyediaan makanan

minuman/restoran, perawatan pribadi dan jasa lainnya, kesehatan,
pakaian dan alas kaki.

Berdasarkan perkembangan perekonomian Kota Surabaya tersebut,
maka asumsi dasar perubahan kebijakan umum APBD Tahun Anggaran
2021 yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

a. Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya sampai dengan akhir tahun 2021
diperkirakan pada kisaran 2,71 persen;

b. Tingkat inflasi Kota Surabaya sampai dengan akhir tahun 2021
diperkirakan sekitar 3,0 £ 1 persen;

c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya berdasarkan
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sampai dengan akhir tahun 2021
diperkirakan sekitar Rp401.530.802,10 juta;

Mengacu pada asumsi tersebut, Pemerintah Kota Menyusun kebijakan
ekonomi daerah berupa pemulihan ekonomi akibat terjadinya pandemi
Covid-19 baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang antara lain
1) pemulihan sektor usaha mikro; 2) pemulihan sektor perdagangan; 3)
penguatan ketahanan dan keamanan pangan; 4) pemulihan sektor
pariwisata dan ekonomi kreatif; 5) pemulihan sektor tenaga kerja. Program-
program tersebut selanjutnya diwujudkan dalam program maupun kegiatan
yang harapannya dapat menstimulus perekonomian Kota Surabaya sesuai

yang ditargetkan.

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Pada tahun 2020 nilai PDRB Kota Surabaya baik PDRB Atas Dasar
Berlaku maupun PDRB Atas Dasar Harga Konstan yang mengalami penurunan
dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 Kota Surabaya
menghasilkan nilai PDRB ADHB sebesar Rp554.509.457,38 juta menurun
dibanding tahun 2019 sebesar Rp580.488.529,01 juta. Penurunan nilai tambah
PDRB Kota Surabaya tersebut akibat dampak Covid-19.
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Penurunan nilai tambah terjadi hampir pada seluruh lapangan usaha
pembentuk PDRB khususnya lapangan usaha pendukung sektor pariwisata.
Kontraksi terdalam akibat Covid-19 terjadi pada kategori lapangan usaha jasa
lainnya, karena banyak tempat-tempat jasa hiburan yang tidak beroperasi dan
tutup sementara untuk mencegah penyebaran Covid-19. Lapangan usaha
pendukung pariwisata selanjutnya yang mengalami dampak terdalam yakni
penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan besar dan
eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Adanya implikasi dari kebijakan
pembatasan aktivitas masyarakat (PSBB) mendorong menurunnya
produktivitas pada kedua sektor utama Kota Surabaya tersebut. Meskipun
demikian masih terdapat lapangan usaha tumbuh menggeliat ditengah
perekonomian yang terkontraksi khususnya pada lapangan usaha yang
mendukung penanganan Covid-19 yaitu lapangan usaha jasa kesehatan,
informasi dan komunikasi; jasa pendidikan; real estate serta pengadaan air,
pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Untuk selengkapnya gambaran
terkait PDRB ADHB Kota Surabaya terangkum dalam Tabel 2.1 berikut:
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Tabel 2.1
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surabaya Tahun 2016 — 2020 (dalam juta)
Kateqori Uraian 2016 2017 2018 2019 2020*

9 Juta (Rp) Juta (Rp) Juta (Rp) Juta (Rp) Juta (Rp)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 808.811,93 883.177,33 913.363,56 928.398,16 889.331,91
B Pertambangan dan Penggalian 29.145,25 30.638,64 32.568,38 33.531,33 31.943,80
C Industri Pengolahan 85.214.728,51 92.745.070,08 | 101.191.064,52 | 109.205.137,20 | 107.416.294,34
D Pengadaan Listrik dan Gas 2.144.720,84 2.263.680,02 2.311.134,20 2.362.300,29 2.237.615,57

Pengadaan Air, Pengelolaan
E Sampah, Limbah dan Daur Ulang 678.586,68 740.173,38 771.856,00 791.147,83 824.951,94
F | Konstruksi 45.103247.06 | 49 603.60,37 | 52.920.129,31 | 54.649.310,30 | 51.969.408,77
G Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda 124.579.579,52 | 135.322.725,10 | 149.052.226,45 | 161.032.248,06 | 149.246.755,05
Motor
H Transportasi dan Pergudangan 23.617.508,72 26.215.295,76 28.811.194,17 31.240.415,60 29.794.090,41
Penyediaan Akomodasi dan Makan
| Minum 70.854.863,27 78.971.933,92 87.067.932,46 95.519.341,84 85.618.582,64
J Informasi dan Komunikasi 24.457.105,38 26.571.784,77 28.390.748,22 30.770.585,80 33.247.669,54
K Jasa Keuangan dan Asuransi 24.105.835,16 25.631.465,09 28.140.646,05 29.413.339,89 29.183.377,44
L Real Estate 11.539.141,32 12.495.064,18 13.775.255,11 14.947.568,30 15.354.350,85
M,N Jasa Perusahaan 10.926.169,75 12.098.851,21 13.571.273,11 14.930.184,77 14.116.912,06
o Administrasi Pemerintahan, 6.221.289,53 6.768.287,70 7.345.115,74 8.054.990,77 8.238.304,23
Pertahanan dan Jaminan Sosial
Waijib
P Jasa Pendidikan 11.036.182,84 11.958.097,23 12.897.475,91 14.007.607,77 14.540.365,94
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et Uraian 2016 2017 2018 2019 2020*
Juta (Rp) Juta (Rp) Juta (Rp) Juta (Rp) Juta (Rp)
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3.389.778,03 3.730.513,94 4.,053.612,67 4.443.228,45 4.880.587,79
R,S,T, U | Jasa lainnya 6.676.541,93 6.995.936,81 7.599.869,06 8.159.192,66 6.918.915,11
Produk Domestik Regional Bruto 451.383.235,71 | 493.026.304,54 | 538.845.464,92 | 580.448.529,01 | 554.509.457,38

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya,diolah 2021
*)Data Sementara

Tabel 2.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Surabaya Tahun 2016-2020 (dalam juta)
2016 2017 2018 2019 2020*
Kategori Uraian Juta (Rp) Juta (Rp) Juta (Rp) Juta (Rp) Juta (Rp)

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 570.789,40 589.909,43 581.426,57 576.221,53 547.994,90
B Pertambangan dan Penggalian 20.028,08 20.544,80 20.762,58 20.782,09 19.464,04
C Industri Pengolahan 66.582.825,62 69.881.287,92 73.322.747,38 77.271.868,81 76.384.521,77
D Pengadaan Listrik dan Gas 1.514.658,16 1.541.129,01 1.540.006,38 1.546.272,08 1.449.668,99

Pengadaan Air. Pengelolaan
E Sampah. Limbah dan Daur Ulang 528.322,41 564.406,83 583.121,24 605.979,60 630.336,37
F Konstruksi 33.864.739,10 36.208.179,04 38.480.421,60 40.576.452,62 38.387.739,29

Perdagangan Besar dan Eceran;
G Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 97.443.597,65 | 103.301.112,79 109.848.223 51 116.305.502,48 | 106.340.867,71
H Transportasi dan Pergudangan 16.569.183,75 | 17.707.950,22 20.497.977,43 | 19.477.422,82

19.046.861,58

Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum

49.881.297,69

54.192.882,21

58.411.739,39

62.898.688,76

56.053.239,21
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2016 2017 2018 2019 2020*
Kategori Uraian Juta (Rp) Juta (Rp) Juta (Rp) Juta (Rp) Juta (Rp)

J Informasi dan Komunikasi 22.421.127,22 | 23.974.911,33 25.613.455.86 | 27.531.903,71 | 29.511.280,46
K Jasa Keuangan dan Asuransi 17.184.785,52 | 17.685.808,04 18.541.116,14 | 19.187.832,54 | 19.231.210,98
L Real Estate 9.145.630,78 9.610.228,83 10.165.858.67 | 10.784.959,46 | 11.000.304,15
M.N Jasa Perusahaan 7.761.412,08 8.278.199,91 8.867.969,79 9.474.538,92 8.801.216,28

Administrasi Pemerintahan.
o} S\Ie;jti%hanan dan Jaminan Sosial 4.384.611,62 4.597.265,29 4.697.025.94 4.867.861,44 4.754.525,35
P Jasa Pendidikan 8.052.649,04 8.531.781,66 0.064.164,83 9.668.100,19 9.934.443,75
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2.649.121,77 2.804.625,21 3.023.591,50 3.254.593,89 3.539.299,11
R.S.T.U| Jasa lainnya 5.077.815,14 5.224.596,95 5.495.449,09 5.821.770,58 4.872.889,81

Produk Domestik Regional Bruto 343.652.595,01 | 364.714.819,48 | 387.303.942,07 | 410.879.306,14 | 390.936.424,98

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah 2021
*) DataSementara
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Sementara untuk PDRB ADHK pada tahun 2020 Kota Surabaya
menghasilkan produktivitas sebesar Rp390.936.424,98 juta yang
mengalami penurunan dibanding tahun 2019 sebesar Rp410.879.306,14
juta. Sama halnya dengan PDRB ADHB, penurunan pada PDRB ADHK
memiliki pola yang sama dengan struktur PDRB ADHB

a. Sumbangan Sektoral

Peranan perkategori memberikan gambaran sejauh mana peranan
kategor lapangan usaha memberikan andil terhadap perekonomian Kota
Surabaya. Tabel 111.3 menunjukkan struktur PDRB Kota Surabaya pada
tahun 2019 dan 2020 masih didominasi oleh sektor tersier dengan kontribusi
tertinggi pada kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan
sepeda motor dengan kontribusi pada kisaran 28 persen dari total PDRB
Atas Dasar Harga Konstan Kota Surabaya. Adapun sektor tertinggi kedua
dengan kontribusi yaitu industri pengolahan dengan nilai kontribusi pada
kisaran sebesar 18 persen. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai struktur
ekonomi selengkapnya terangkum dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Peranan Ekonomi Per Kategori Terhadap PDRB Kota Surabaya
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016 —2020 (dalam persen)

i ) 2016 2017 2018 2019 2020*
Kategori Uraian
Persen Persen Persen Persen Persen
A Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan 0,17 0,16 0,15 0,14 0,14
B Pertambangan dan Penggalian 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
C Industri Pengolahan 19,38 19,16 18,93 18,81 19,54
D Pengadaan Listrik dan Gas 0,44 0,42 0,40 0,38 0,37
Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah.
E Limbah dan Daur Ulang 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16
F Konstruksi 9,85 9,93 9,94 9,88 9,82
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil 28,36 28.32 28.36 2831 27.20
dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 4,82 4,86 4,92 4,99 4,98
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 14,52 14,86 15,08 15,31 14,34
J Informasi dan Komunikasi 6,52 6,57 6,61 6,70 7,55
K Jasa Keuangan dan Asuransi 5,00 4.85 4,79 4,67 4,92
L Real Estate 2,66 2,63 2,62 2,62 2,81
M,N Jasa Perusahaan 2,26 2,27 2,29 2,31 2,25
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) ) 2016 2017 2018 2019 2020*
Kategori Uraian
Persen Persen Persen Persen Persen
Administrasi Pemerintahan,
o) Pertahanan dan Jaminan Sosial 1,28 1,26 1,21 1,18 1,22
Waijib
P Jasa Pendidikan 2,34 2,34 2,34 2,35 2,54
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,77 0,77 0,78 0,79 0,91
R,S,T,U| Jasa lainnya 1,48 1,43 1,42 1,42 1,25
Produk Domestik Regional Bruto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber data:BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya,diolah 2021
*)Data Sementara

b. Pertumbuhan Ekonomi

Jika dilihat berdasarkan laju pertumbuhannya, PDRB Kota Surabaya
juga mengalami pertumbuhan yang terkontraksi, terjadinya penurunan nilai
tambah PDRB yang dihasilkan membuat laju pertumbuhan PDRB ekonomi
Kota Surabaya mengalami penurunan hingga mencapai -4,85 persen di
tahun 2020, dimana ditahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi Kota
Surabaya tumbuh 6,09 persen. Pandemi COVID-19 membuat Ilaju
pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya mengalami penurunan sangat
signifikan.

Tabel 2.4

Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya
Tahun 2016-2020 (dalam persen)

Tahun Pertumbuhan Ekonomi (%)
2016 6,00
2017 6,13
2018 6,19
2019 6,09
2020 -4,85

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya,diolah 2021
*)Data Sementara

c. Tingkat Inflasi

Inflasi Kota Surabaya terus menunjukkan penurunan. Pada tahun
2020 inflasi Kota Surabaya turun pada angka 1,33 persen, lebih rendah
dibanding tahun 2019 sebesar 2,21 persen. Penurunan inflasi yang
semakin dalam terjadi pada tahun 2020, dimana capaian tersebut juga

berada dibawah target yang telah ditetapkan yakni pada kisaran 3,0 persen
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* 1. Penurunan inflasi Kota Surabaya selama ini juga sejalan dengan inflasi
Jawa Timur dan Nasional.

Dilihat dari kelompok disagregasinya, inflasi Kota Surabaya pada
tahun 2020 terkendali dipengaruhi oleh stabilnya inflasi kelompok volatile
food (bahan makanan) dan adanya penyesuian harga kelompok
administered price yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Sementara core
inflation (inflasi inti) lebih banyak berkontribusi dalam memicu inflasi Kota
Surabaya selama tahun 2020. Berdasarkan komoditasnya, 10 komoditas
tertinggi yang mendorong inflasi Kota Surabaya pada tahun 2020 yakni
emas perhiasan, tukang bukan mandor, mobil, kontrak rumah, bayam,
kangkung, minyak goreng, cabai merah, telur ayam ras, dan ayam bakar.
Disisi deflasi, komoditas yang menahan laju inflasi antara lain bensin,
angkutan udara, semangka, tarif kereta api, jeruk, bawang putih, tarif listrik,
tahu mentah, mangga dan udang basah.

Gambar 2.1
Perkembangan Inflasi Kota Surabaya, JawaTimur dan
Nasional Tahun 2015 — Tahun 2020 (dalam persen)
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Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya diolah,2021

d. Tingkat Investasi (PMA&PMDN)

Pasca mengalami tekanan sepanjang tahun 2020, perekomian
nasional pada awal tahun 2021 mulai menunjukkan sinyal positif. Beberapa
indikator ekonomi menunjukkan kinerja positif meskipun masih dihadapkan

resiko akan ketikdapastian berakhirnya pandemi Covid-19 yang telah
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berjalan hampir satu setengah tahun. Sinyal positif sebelmnya juga dialami
beberapa negara yang mulai berhasil mengendalikan penyebaran kasus
Covid19 dan mulai menunjukkan pemulihan ekonomi. Membaiknya kinerja

perekonomian tersebut menjadi pertanda positif dari segi investasi.

Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya, nilai investasi Kota Surabaya pada
tahun 2020 sebesar Rp22.152,03 miliar,
dibanding realiasi investasi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp19.219,90

mengalami peningkatan,
miliar. Masih tingginya realiasi investasi pada tahun 2020 ditengah kondisi
ekonomi dengan resiko ketidakpastian yang tinggi tentunya dipengaruhi
oleh adanya dukungan yang dimiliki Kota Surabaya sehingga masih
menjadi daya tarik bagi para investor. Untuk selengkapnya terkait realisasi

investasi dapat dilihat pada table 2.5.

Tabel 2.5
Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Surabaya
Tahun 2016- 2020

No. Uraian 2016 2017 2018 2019 2020

1 |Persetujuan

1.1 {Jumlah Proyek 43 86 293 122 665

1.2 | Nilai Investasi (Rp Miliar) |2.371,45|4.964,37|10.379,22| 5.689,61 | 384,95
(USD Juta) 351,62 774,57 379,90

2 |Realisasi

2.1 | Jumlah Proyek 59 47 122 379 588

2.2 | Nilai Investasi (Rp Miliar) | 3.797,87 | 5.065,56 | 5.690,23 |19.219,90|22.152,03
(USD Juta) 209,65 | 166,45 | 53,28 | 1.281,32

Sumber data: DPM-PTSP Kota Surabaya,2021

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kota Surabaya mengacu pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah, maka Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan kewenangannya yang
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tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Surabaya dalam
perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun
kegiatan mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pengelolaan Keuangan serta Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Pada Perubahan KUA Tahun 2021, kebijakan keuangan daerah
Pemerintah Kota Surabaya telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana
Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya. Penyebaran
COVID-19 pada Tahun 2020 yang telah melanda hampir diseluruh wilayah
Indonesia tentunya Kota Surabaya juga merasakan dampaknya pada beberapa
aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Maka untuk
mempercepat penanganan COVID-19 perlu dilakukan langkah-langkah yang
cepat dan tepat terutama dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam
memprioritaskan anggaran untuk penanganan dampak penularan COVID-19
agar perekonomian Kota Surabaya bisa stabil kembali dan bisa mensejahterakan
masyarakat Surabaya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka asumsi yang
digunakan dalam penyusunan kebijakan keuangan daerah sebagai berikut :

a. Total Pendapatan Daerah sampai dengan akhir Tahun 2021
diperkirakan sekitar Rp8.592,2 miliar dari asumsi awal sekitar Rp8.660,4
miliar.

b. Total Belanja Daerah sampai dengan akhir Tahun 2021 diperkirakan
sekitar Rp8.898,8 miliar dari asumsi awal sekitar Rp9.828,3 miliar.

c. Defisit anggaran diperkirakan akan terjadi sekitar Rp306,6 miliar dari
asumsi awal sekitar Rp1.167,9 miliar, yang akan ditutup dari SILPA
Tahun 2020.
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Mengacu pada asumsi tersebut, Pemerintah Kota menyusun kebijakan
keuangan daerah, sebagai berikut:

1. Optimalisasi upaya peningkatan pendapatan daerah memalui
intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerabh;

2. Anggaran pendidikan diprediksikan sebesar 21,06% untuk penguatan
penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah dan pendidikan
nonformal, peningkatan kualitas SDM pendidikan, pengembangan
minat bakat dan kreatifitas siswa serta peningkatan kualitas sarana
prasarana pendidikan;

3. Anggaran kesehatan diprediksikan sebesar 27,62% untuk penguatan
program promotif dan preventif, perbaikan mutu pelayanan kesehatan
primer dan rujukan, Jaminan Kesehatan Nasional untuk mencapai
universal health coverage, surveillance penyakit menular dan penyakit
tidak menular serta sistem kesehatan terintegrasi;

4. Pemenuhan belanja untuk program-program prioritas dengan
mengedepankan program yang mendukung tema RKPD 2021 dan
Prioritas Pembangunan Tahun 2021.
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BAB Il
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBN

Pemulihan ekonomi global terhadap penyebaran virus Covid-19 terus
berlanjut. Beberapa negara telah menunjukkan realisasipertumbuhan
ekonomi yang membaik,namun disisi lain, beberapa negara juga masih
menunjukkan pertumbuhan yang terkontraksi. Perekonomian global yang
membaik dipengaruhi oleh keberhasilan penanganan Covid-19 yang efektif
dan kebijakan dalam bidang Kesehatan serta ekonomi yang tersinkronisasi.
Perekonomian global pada tahun 2021 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4
persen didasarkan oleh kinerja ekonomi pada tahun 2020 dan potensi
ekonomi kedepan.

Dari sisi domestik, diawal tahun 2021 beberapa indikator makro
ekonomi nasional menunjukkan sinyal positif akan pemulihan meskipun
terdapat indikator makro yang masih terkontraksi. PandemiCovid-19 yang
berlangsung sepanjang tahun 2020 hingga saat ini menyebabkan tekanan
cukup berat dari banyak aspek. Risiko ketidakpastian kapan berakhirnya
pandemi serta keberlanjutan pembatasan mobilitas masyarakat sebagai
dampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
berskala mikro (PPKM mikro) berimbas terhadap menurunnya produktivitas
sehingga menyebabkan dampak luasan yang lebih dalam.

Berdasarkan kondisi terkini, perkembangan kasus Covid-19 sampai
pertengahan bulan Juli 2021 menunjukkan peningkatan yang signifikan.
Lonjakan kasus Covid-19 yang tinggi terjadi karena beberapa faktor, yakni
munculnya virus varian baru, penanganan penyebaran Covid-19 yang
belum efektif serta longgarnya penerapan protokol kesehatan. Akibat dari

kasus tersebut mendorong pemerintah menerapkan kebijakan PPKM
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darurat khususnya untuk wilayah yang memiliki tingkat penyebaran Covid-
19 cukup tinggi. Selain itu, pemerintah juga melakukan akselerasi
pelaksanaan vaksinasi secara masif diberbagai wilayah di Indonesia guna
pengendalian peningkatan kasus Covid-19 melalui kekebalan imun
kelompok (herd imunnity). Langkah-langkah tersebut diimplementasikan
guna memutus penyebaran kasus Covid-19, namun disisi lain pembatasan
mobilitas masyarakat yang terus berlanjut tersebut menimbulkan penurunan
produktivitas ekonomi yang cukup signifikan.

Dengan adanya perkembangan kasus Covid-19 yang terus
meningkat, pemerintah pusat juga berupaya untuk melakukan langkah
penanganan Covid-19 melalui kebijakan dalam pengelolaan APBN sebaik
mungkin. Salah satu bentuk pengelolaan APBN dalam penanganan
perlambatan ekonomi akibat resesi ekonomi yakni melalui program
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Selain itu, Pemerintah Pusat terus
berupaya untuk menjaga stabilitas system keuangan dari pemburukan
ekonomi sehingga mampu menahan dampak Covid-19 lebih
moderat.Dengan mempertimbangkan berbagai risiko ketidakpastian, serta
potensi pemulihan ekonomi global dan nasional, Pemerintah pusat
menetapkan asumsi dasar indikator ekonomi makro 2021 sebagai bahan
acuan untuk penyusunan kebijakan, sebagaimana terangkum dalam Tabel
3.1.

Tabel 3.1
Asumsi Dasar Indikator Makro Nasional Tahun 2021

PertumbuhanEkonomi 5,0persen
Inflasi 3,0persen
Suku Bunga SBN 10 Tahun 7,29persen
Nilai Tukar 14.600
Harga MinyakMentah Indonesia 45 US$/barel
Lifting Minyak 705barel/ hari
Lifting Gas 1.007barel/ hari

Sumber :APBN 2021 dalamlaporan APBNedisi November 2020, Kementerian Keuangan Rl
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3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBD
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Pendapatan Kota Surabaya terdiri

dari PAD (meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah), Pendapatan

Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan Perubahan APBD
tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya sampai dengan akhir tahun 2021
diperkirakan pada kisaran 2,71 persen;

b. Tingkat inflasi Kota Surabaya sampai dengan akhir tahun 2021
diperkirakan sekitar 3,0 £ 1 persen;

c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya berdasarkan Atas
Dasar Harga Konstan (ADHK) sampai dengan akhir tahun 2021
diperkirakan sekitar Rp401.530.802,10 juta;

d. Total Pendapatan Daerah sampai dengan akhir Tahun 2021 diperkirakan
sekitar Rp8.592,2 miliar dari asumsi awal sekitar Rp8.660,4 miliar;

e. Total Belanja Daerah sampai dengan akhir Tahun 2021 diperkirakan
sekitar Rp8.898,8 miliar dari asumsi awal sekitar Rp9.828,3 miliar;

a. Defisit anggaran diperkirakan akan terjadi sekitar Rp306,6 miliar dari
asumsi awal sekitar Rp1.167,9 miliar, yang akan ditutup dari SILPA Tahun
2020.

3.2.1 LAJU INFLASI
Perkembangan inflasi Kota Surabaya terus menunjukkan
kecenderungan menurun. Pada tahun 2017 inflasi Kota Surabaya sebesar
4,37 persen dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2020, yakni
sebesar 1,33 persen. Berdasarkan jenis komoditasnya, Komoditas tertinggi

penyumbang inflasi Kota Surabaya pada tahun 2020 yaitu emas perhiasan,
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tukang bukan mandor, mobil, kontrak rumah, bayam, kangkung, minyak
goreng, cabai merah, telur ayam ras dan ayam bakar. Sementara komoditas
yang menahan laju inflasi Kota Surabaya pada tahun 2020 yaitu bensin,
angkutanudara, semangka, tarif kereta api, jeruk, bawang putih, tarif listrik,
tahu mentah, mentega dan udang basah.

Mencermati perkembangan terkini terkait harga, berdasarkan data
BPS Jawa Timur, inflasi kumulatif Kota Surabaya hingga Juni 2021 sebesar
1,00 persen. Berdasarkan data tersebut maka inflasi Kota Surabaya pada
akhir tahun 2021 diperkirakan dalam kisaran 3,0 persen + 1 persen selaras

dengan sasaran inflasi Nasional dan Provinsi Jawa Timur.

Gambar 3.1
Pergerakan Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2016-2020 dan PerkiraanTahun 2021

4.37
45 4.04

4 3.61

3.5 3.22 3.13
3.02 3'0%.86

2.72 3,041

25 22012 3,041 3,041

2 .68
1.41}
15 1.33

1
0.5
0

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Surabaya Jawa Timur Nasional

Sumber : BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya
**)Data proyeksi,diolah, 2021

3.2.2 PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)
Dampak Covid-19 terhadap perekonomian Kota Surabaya pada
tahun 2020 juga nampak pada nilai tambah Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga
Konstan. Kinerja PDRB Kota Surabaya pada tahun 2020 tercatat

mengalami penurunan dibanding tahun 2019 sebagaimana ditunjukkan
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pada tabel 3.2. Pada tahun 2020 data BPS menunjukkan PDRB ADHB
Kota Surabaya sebesar Rp554.509.457,38 juta lebih rendah dibandingkan
tahun 2019 sebesar Rp580.488.529,01 juta.

Terbatasnya mobilitas masyarakat maupun terbatasnya distribusi
logistik sebagai wujud dari kebijakan pembatasan sosial berskala besar
(PSBB) pada tahun 2020, dalam rangka penahan penyebaran Covid-19
menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas ekonomi Kota
Surabaya. Penurunannya nilai tambah terjadi pada sektor-sektor dominan
Kota Surabaya seperti sektor pariwisata dan pendukungnya. Kondisi
tersebut ditunjukkan oleh penurunan nilai tambah yang paling tinggi terjadi
pada sektor usaha lainnya, meliputi jasa hiburan dan pariwisata, dimana
pada tahun 2020 sektor tersebut memberikan nilai tambah sebesar
Rp6.918.915,11 mengalami  penurunan,dibanding tahun 2019
memberikan nilai tambah sebesar Rp8.159.192,66 juta. Berdasarkan
pertumbuhannya, sektor jasa lainnya mengalami kontraksi tertinggi
dibandingkan sektor lainnya yaitu sebesar -16,30 persen. Sektor dominan
selanjutnya yang terkena imbas dampak Covid-19 yakni penyediaan
akomodasi dan makan minum, industri pengolahan dan perdagangan
besar eceran reparasi mobil dan sepeda motor.

Sama halnya dengan nilai PDRB ADHB, PDRB ADHK Kota
Surabaya memiliki pola yang sama. Sementara untuk PDRB ADHK pada
tahun 2020 Kota Surabaya menghasilkan produktivitas sebesar
Rp390.936.424,98 juta menurun dibanding tahun 2019 sebesar
Rp410.879.306,14 juta. Selengkapnya terkait nilai tambah DPRB ADHB
dan ADHK Kota Surabaya terangkum dalam tabel berikut.
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Tabel. 3.2
Nilai PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Berlaku
dan Harga Konstan Tahun 2016-2020
(dalam juta Rp)

Lapangan Usaha

1 g::::r:?; Kehutanan dan 808.811,93 >70.789,40 883.177,33 >89.909,43 913.363,56 581.426,57 928.398,16 576.221,53 889.331,91 547.994,90
2 gz::grzri’::ga” dan 29.145,25 20.028,08 30.638,64 20.544,80 32.568,38 20.762,58 33.531,33 20.782,09 31.943,80 19.464,04
3 | IndustriPengolahan 85.214.728,51 | 66.582.825,62 92.745.07008 | 6988128792 | 01101 0ch s 12322.77.38 109.205.137.20 77270868,81 | 10741629434 | 7638452077
4 Pengadaan Listrik dan Gas 2.144.720,84 1.514.658,16 2.263.680,02 1.541.129,01 2.311.134,20 1.540.006,38 2.362.300,29 1.546.272,08 2.237.615,57 1.449.668,99
5 Pengadaan Air, Pengelola

Sampah, Limbah dan Daur 678.586,68 528.32241 740.173,38 564.406,83 771.856,00 583.121,24 791.147,83 605.979,60 824.951,94 630.336,37

Ulang

Kontruksi 103. .864. 603. 208.
6 ontrukst 45.103.247,06 | 33.864.739,10 49.603.60,37 | 36.208.175,04 5292012931 | 38.480.421,60 54.649.310,30 |  40.576.452,62 51.969.408,77 | 38.387.739,29
7 | Perdgangan Besar dan 124.579.579,52 | 97.443.597,65 135.322.725,10 | 103.301.112,79

Eceran; Rep Mobil dan 149.052.226,45 109.848.223,51 161.032.248,06 | 116.305.502,48 | 149.246.755,05 | 106.340.867,71

Sepeda Motor
8 ;r;gzzz:;:'nda” 23.617.508,72 | 16.569.183,75 26.215.295,76 | 17.707.950,22 28.811.194,17 19.046.861,58 31.240.415,60 20.497.977,43 29.794.090,41 | 19.477.422,82
9 | Penyediaan Akomodasi 70.854.863,27 | 49.881.297,69 78.971.933,92 | 54.192.882,21

ARV §7.067.932,46 58.411.739,39 95.519.341,84 62.886.688,76 85.618.582,64 | 56.053.239,21
10 Informasi dan Komunikasi 24.457.105,38 | 22.421.127,22 26.571.784,77 23.974.911,33 28.390.748,22 25.613.455,86 30.770.585,80 27.531.903,71 33.247.669,54 29.511.280,46
11 fss:r;(::iangan dan 24.105.835,16 | 17.184.785,52 25.631.465,09 17.685.808,04 28.140.646,05 1854111614 26.413.33,89 19.187.832.54 20183.377.48 | 1923121098
12 | Real Estate 11.539.141,32 | 9.145.630,78 12.495.064,18 9.610.228,83 1377525511 10.165.858.67 14.947.568,30 10.784.958,46 15.354.350,85 |  11.000.304,15
13 | Jasa Perusahaan 10.926.169,75 | 7.761.412,08 12.098.851,21 8.278.199,91 1357127311 86796979 14.930.184.77 0.470.538,92 14.116.912,06 £.801.216.28
14 Administrasi

Pemerintahan, Pertahnan 6.221.289,53 | 4.384.611,62 6.768.287,70 4.597.265,29 7.345.115,74 4.687.025.94 8.054.990,77 4.867.861,44 8.238.304,23 4.754.525,35

dan Jaminan o
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15 Jasa Pendidikan 11.036.182,84 8.052.649,04 11.958.097,23 8.531.781,66 12.897.475,91 A A 14.007.607,77 9.668.100,19 14.540.365,94 9.934.443,75
16 | Jasa Kesehatan dan 3.389.778,03 | 2.649.121,77 3.730.513,94 2.804.625,21 4.053.612,67 4,073,591 50 4.443.228,45 3.254.593,89 4.880.587,79 3.539.299.11
Kegiatan Sosial .023.591,
17 Lai ! b d E o 5 ,81 . .596,
Jasa Lainnya 6.676.541,93 5.077.815,14 6.995.936,8 5.224.596,95 7.599.869,06 S 8.159.192,66 5.821.770,58 6.918.915,11 4.872.889,81

PDRB

451.383.235,71

343.652.595,01

493.026.304,54

364.714.819,48

538.845.464,92

387.303.942,07

580.488.529,01

410.879.306,14

554.509.457,38

390.936.424,98

Sumber : BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, 2021
*)datasementara
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Berdasarkan peranannya, struktur perekonomian Kota Surabaya masih
menujukkan pola yang sama. Kategori lapangan usaha berperan sangat tinggi
berkontribusi terhadap PDRB Kota Surabaya baik pada perhitungan PDRB
ADHB dan PDRB ADHK adalah kategori perdagangan besar dan eceran;
reparasi mobil dan sepeda motor, industri pengolahan dan penyedia akomodasi
serta makan minum. Kategori usaha perdagangan besar dan eceran serta
reparasi mobil dan sepeda motor masih memiliki kontribusi yang tinggi. Besarnya
peran kategori dominan Kota Surabaya ini tidak terlepas dari karakteristik Kota
Surabaya sebagai kota bisnis dan perdagangan. Selengkapnya terkait peran
masing-masing lapangan usaha terhadap perekonomian terangkum dalam table

sebagai berikut.
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Tabel 3.3
Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kota Surabaya
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan

Tahun 2016-2020 idalam %i

Pertanian, Kehutanan dan 0,16 0,17 0,18 0,16 0,15

! Perikanan 0,17 0,16 0,14 0,16 0,14

5 Pertamb_angan dan 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0.01 0,01 0.01
Penggalian ' '

3 IndustriPengolahan Lenge 19,38 18,81 19,16 18,78 18,93 18,81 | 18,81 19,37 19,54

4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,48 0,44 0,46 0,42 0,43 0,40 0,41 0,38 0,40 0,37
Pengadaan Air, Pengelola

5 Sampah, Limbah dan Daur Uk uts uts uts 0,14 uts 0,14 0,15 0,15 0,16
Ulang

6 | Kontruksi 999 | 985 1006 9,93 9,82 9.94 941 988| 937 982

Perdagangan Besar dan
7 Eceran; Rep Mobil dan
Sepeda Motor

27,60 28,36 27,45 28,32 27 66 28,36 27,74 2831 26,92 27,20

Transportasi dan 5,23 4,82 5,32 4,86 4,92
8 | pergudangan 5,35 538| 499| 537 498
9 Penyediaan Akomodasi 15,70 14,52 16,02 14,86 16,16 15,08 1645 1531 1544 434

dan Makan Minum

5,42 6,52 5,39 6,57 527 6,61 5,30

10 | Informasi dan Komunikasi 6,70 6,00 7,55

Jasa Keuangan dan 5,34 5,00 5,20 4,85 522 4,79 5.07
Asuransi ' '

11 4,67 5,26 4,92
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12 | Real Estate 256 266 253 2,63 2,56 2,62 257 262 277 281
13 | Jasa Perusahaan 2,42 2,26 2:45 2,27 2,52 = 2,57 2,31 2,55 2,25
Administrasi
14 | Pemerintahan, Pertahnan 1,38 1,28 1,37 1,26 1,36 121 1,39 1,18 1,49 1,22
dan Jaminan
15 | Jasa Pendidikan I 2| 2 et 2,39 it 241 235 262 254
16 Jase_l Kesehat_an dan 0,75 0,77 0,76 0,77 0,75 0,78 0,77 0.79 0,88 0,91
Kegiatan Sosial
17 | Jasalainnya LA LA e Lt 1,41 Lt 141 142 125 125
PDRB 100,00 | 100,00 | 100,00 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00
Sumber: Data BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, 2021
*)DataSementara
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INVESTASI

Investasi berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi Kota
Surabaya,peran investasi sebagai faktor pengungkit dalam mendorong
perekonomian karena di samping akan mendorong kenaikan produksi
secara signifikan dari modal yang ditanamkan, juga secara otomatis akan
meningkatkan permintaan tenaga kerja sebagai input produksi. Oleh karena
itu, adanya aktivitas produksi tersebut tentunya akan menghasilkan
produktivitas yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota
Surabaya, dalam upaya menumbuhkan perekonomian Pemerintah Kota
Surabaya senantiasa terus berupaya untuk menciptakan iklim investasi

yang kondusif agar dapat menggairahkan investasi.

Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya, nilai investasi Kota Surabaya pada
tahun 2020 sebesar Rp22.152,03 miliar, mengalami peningkatan,
dibanding realiasi investasi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp19.219,90
miliar. Masih tingginya realiasi investasi pada tahun 2020 ditengah kondisi
ekonomi dengan resiko ketidakpastian yang tinggi tentunya dipengaruhi
oleh adanya dukungan yang dimiliki Kota Surabaya sehingga masih
menjadi daya tarik bagi para investor. Untuk selengkapnya terkait realisasi
investasi dapat dilihat pada table 2.5.

Tabel 3.4

Realisasi Nilai Investasi di Kota Surabaya
Tahun 2016 - 2020

No. Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
1 |Persetujuan
1.1 | JumlahProyek 43 86 293 122 665

1.2 | Nilai Investasi (RpMiliar) [2.371,45|4.964,37|10.379,22| 5.689,61 | 384,95

(USD Juta) 351,62 - 774,57 379,90 -

Ir-11



Perubahan Kebijakan Umum APBD

Kota Surabaya Tahun 2021

aPe
No. Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
2 |Realisasi
2.1 | JumlahProyek 59 47 122 379 588
2.2 |Nilai Investasi (RpMiliar) |3.797,87|5.065,56 | 5.690,23 |19.219,90|22.152,03
(USD Juta) 209,65 | 166,45 | 53,28 | 1.281,32 -

Sumber data: DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpaduSatu Pintu, 2021
**)Proyeksi DBMPTSP Kota Surabaya , 2021
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BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. KEBIJAKAN PERUBAHAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH
YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2021

Pemerintah Kota Surabaya menyusun dokumen perencanaan dan
penganggaran sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi acuan dalam
penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota
Surabaya mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diawali dengan penyusunan
perencanaan yang memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana
dalam perumusannya dilaksanakan secara transparan, yaitu membuka diri
terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan
tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan
tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan
rahasia negara; Efisien, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan
masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output)
maksimal; Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya

yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal serta akuntabel,
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yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pendapatan Daerah Kota Surabaya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah,
Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan
Asli Daerah Kota Surabaya meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan
Asli Daerah.

Perubahan kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kota Surabaya

tahun 2021 dikarenakan:
1. Adanya penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah yaitu dari pajak daerah
sebagai akibat dari pandemi Covid -19 berdasarkan :

a. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi
Administratif terhadap Denda Pajak Bumi dan Bangunan kepada
Masyarakat dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya ke-728

b. Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif
Pajak Daerah berupa Pembebasan Pajak bagi Hotel yang dimanfaatkan
untuk isolasi warga yang memiliki potensi terinfeksi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19)

c. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi
Administratif terhadap Denda Pajak Bumi dan Bangunan kepada
Masyarakat dalam rangka Hari Jadi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-
76

2. Adanya penyesuaian Pendapatan Transfer berdasarkan :

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021
dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan dampaknya

b. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan

Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2021
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3. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor
903/2936.36/101.1/2021, Perihal Refocusing Alokasi Belanja Bantuan
Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2021.

4.2. PERUBAHAN TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 disusun dengan struktur
yang memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021.
Komposisi pendapatan daerah tahun 2021 dengan mempertimbangkan realisasi
pendapatan tahun 2020 dan realisasi sampai dengan triwulan Il tahun 2021
dijabarkan sebagai berikut :

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya berdasarkan target tahun 2021
sebesar Rp5.561.555.949.381,- dengan capaian realisasi sampai dengan
triwulan Il sebesar Rp2.276.428.726.743,- atau tercapai sebesar 40,93%, maka
perubahan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 diproyeksikan sebesar
Rp5.454.178.336.865,-atau mengalami penurunan sebesar Rp107.377.612.516,-
atau 1,93%.

Adapun sumber-sumber PAD berdasarkan obyek pendapatannya

diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah
Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Surabaya
terdiri dari 9 jenis yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak
Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Parkir, Pajak Air Tanah,
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB).
Pajak Daerah berdasarkan target tahun 2021 sebesar

Rp4.442.976.688.357,- dan realisasi sampai dengan triwulan 1l sebesar
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Rpl.736.950.523.206,- atau tercapai 39,09%, maka pada perubahan pajak
daerah diproyeksikan sebesar Rp3.915.917.593.455,- atau mengalami
penurunan sebesar Rp527.059.094.902 atau 11,86%.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah berdasarkan target pada tahun 2021 yaitu sebesar
Rp332.030.853.590,- dan realisasi sampai dengan triwulan Il sebesar
Rp121.169.319.032,- atau 36,49%, maka pada perubahan retribusi daerah
diproyeksikan menjadi sebesar Rp361.359.917.443,- atau mengalami
peningkatan sebesar Rp29.329.063.853,- atau 8,83%.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah berdasarkan target tahun 2021
sebesar Rp172.056.350.058,- dan realisasi sampai dengan triwulan sebesar
Rp97.259.839.789,- atau 56,53%, maka pada perubahan hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi sebesar Rp302.056.350.058,-
atau mengalami peningkatan sebesar Rp130.000.000.000 atau 75,56%.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berdasarkan target pada
tahun 2021 sebesar Rp614.492.057.376,- dan realisasi sampai dengan
triwulan Il sebesar Rp321.049.044.715,- atau 52,25%, maka pada perubahan
lain-lain  PAD yang sah menjadi sebesar Rp874.844.475.909,- atau
mengalami peningkatan sebesar Rp260.352.418.533,- atau 42,37%.

4.2.2. Pendapatan Transfer
Pendapatan transfer berdasarkan target tahun 2021 sebesar
Rp2.891.701.734.960,- dan realisasi sampai dengan triwulan Il sebesar
Rpl1.286.994.707.432,- atau 44,51%, maka perubahan pendapatan transfer
diproyeksikan sebesar Rp2.930.904.196.263,- atau mengalami peningkatan
sebesar Rp39.202.461.303,- atau 1,36%.
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Adapun sumber-sumber dari pendapatan transfer meliputi:
1. Transfer Pemerintah Pusat
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berdasarkan target pada
tahun 2021 sebesar Rp2.069.382.681.000,- dan realisasi sampai dengan
triwulan Il sebesar Rp1.102.135.745.006,- atau tercapai 53,26%, maka
pada perubahan pendapatan transfer pemerintah pusat diproyeksikan
menjadi Rp2.033.025.282.000,-, atau mengalami penurunan sebesar
Rp36.357.399.000,- atau -1,76%.
2. Transfer Antar Daerah
Pendapatan Transfer Antar Daerah berdasarkan target tahun 2021
sebesar Rp822.319.053.960,-, dan realisasi sampai dengan triwulan 1l
sebesar Rp184.858.962.426,- atau tercapai 22,48%, maka pendapatan
transfer antar daerah diproyeksikan sebesar Rp897.878.914.263,- atau
mengalami peningkatan sebesar Rp75.559.860.303,- atau 9,19%.

Penyesuaian rencana penerimaan dari pendapatan transfer dengan

mengacu pada :

a. Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam
Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan dampaknya, tanggal 15 Februari 2021

b. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan
Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2021, tanggal 18
Desember 2020

c. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor
903/2936.36/101.1/2021, Perihal Refocusing Alokasi Belanja Bantuan
Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa
Timur Tahun Anggaran 2021, tanggal 11 Mei 2021.
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4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari tahun 2021 tidak mengalami
perubahan, yaitu tetap sebesar Rp207.145.000.000 yang diperoleh dari Hibah
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Rencana Perubahan Sumber-
sumber Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 dituangkan ke dalam

tabel 4.1.
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Tabel 4.1
Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021
No Uraian Target Tahun 2021 Bertambah/Berkurang
APBD R KUA Perubahan Rp %
1 | Pendapatan Asli Daerah
Pajak Daerah 4.442.976.688.357 | 3.915.917.593.455 | -527.059.094.902 | -11,86%
Retribusi Daerah 332.030.853.590 361.359.917.443 29.329.063.853 8,83%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 172.056.350.058 302.056.350.058 | 130.000.000.000 | 75,56%
Lain-lain PAD yang sah 614.492.057.376 874.844.475.909 | 260.352.418.533 | 42,37%
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 5.561.555.949.381 5.454.178.336.865 | -107.377.612.516 | -1,93%
2 | Pendapatan Transfer
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.069.382.681.000 | 2.033.025.282.000 -36.357.399.000 | -1,76%
Pendapatan Transfer Antar Daerah 822.319.053.960 897.878.914.263 75.559.860.303 9,19%
Jumlah Pendapatan Transfer 2.891.701.734.960 2.930.904.196.263 39.202.461.303 1,36%
3 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pendapatan Hibah 0 0 0 0
Dana Darurat 0 0 0 0
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan 207.145.000.000 207.145.000.000 0 0
Peraturan PerundangUndangan
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 207.145.000.000 207.145.000.000 0 0
Jumlah Pendapatan Daerah 8.660.402.684.341 | 8.592.227.533.128 -68.175.151.213 | -0,79%

Sumber data : BPKPD, Bappeko, Perangkat Daerah Penghasil

, diolah 2021
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4.2.4 Upaya-upaya yang dilakukan dalam PencapaianTarget Pendapatan

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam mencapai

target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah kongkrit sebagai
berikut:

1.

Pembaruan data pajak dan retribusi daerah guna mengoptimalkan
intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan
oleh 14 Organisasi Perangkat Daerah serta 2 RSUD;

Mengembangkan pelayanan pajak daerah dengan pembayaran pajak secara
daring yang dilaksanakan secara bertahap oleh BPKPD;

Melakukan evaluasi terhadap potensi dan regulasi penetapan tarif
pendapatan dari pajak dan retribusi daerah sesuai yang diamanatkan di
dalam Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah yang dilaksanakan oleh 14 Organisasi Perangkat Daerah serta 2
RSUD;

Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi
terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari
sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif yang
dilaksanakan oleh TAPD;

Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerabh;
Mengoptimalkan penerimaan Dana Perimbangan dengan cara mengirimkan
pembaruan data-data fiskal dan karakteristik wilayah kepada Pemerintah

Pusat yang dilaksanakan oleh TAPD.
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BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERUBAHAN PERENCANAAN
BELANJA

Arah Kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota,
juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur
penunjang, unsur  pengawas, unsur kewilayahan, unsur
pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan
bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar
pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Penyusunan Struktur Belanja Daerah memedomani Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Daerah, terdiri dari belanja
operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer.
Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan
sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka
pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa,
belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan
sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran
yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset
lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin,
belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan
jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak
terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk
keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta

pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah
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tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan

pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah

lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.
Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah

dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 terkait Belanja

Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, bahwa

Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas

pembangunan nasional Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan

masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan
urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan
kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan
tatanan normal baru, produktif dan aman Covid-19 di berbagai aspek
kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Perubahan Kebijakan perencanaan Belanja Daerah Kota

Surabaya Tahun 2021 disebabkan :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171PMK.0712021 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran
2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
94/PMK.O7D021;

2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan
Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

3. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Kesehatan Nomor 440/4066/SJ dan Nomor
HK.01.08/Menkes/930/2021 tentang Percepatan Pemberian Insentif




Perubahan Kebijakan Umum APBD
Kota Surabaya Tahun 2021
oS

Bagi Tenaga Kesehatan di Daerah
Yang Menangani Corona Virus Disease 2019;

4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/3687/SJ tentang
Percepatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi;

5. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/PK|2021 tentang
Dukungan Pendanaan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan
Vaksinasi COVID-19;

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/atau
Jaring Pengaman Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pandemi Covid-19 yang masih terjadi mengakibatkan banyak
kegiatan yang telah tersusun dalam RKPD 2021 harus ditunda
pelaksanaannya dikarenakan adanya Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM). Munculnya varian baru Covid-19
mengakibatkan terjadinya gelombang kedua peningkatan kasus Covid-
19 sehingga belanja daerah masih diarahkkan untuk mencapai tema
RKPD 2021 yakni “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi
Sosial dengan fokus pembangunan Pemulihan Industri,Pariwisata dan
Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem
Jaring Pengaman Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana
guna Mewujudkan Visi Pembangunan Kota Surabaya” dengan fokus
pada :

1. Pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19;
2. Penataan kawasan permukiman dan wilayah perkotaan dengan
memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas

kota yang terpadu dan efisien;
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3. Peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat di berbagai
aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan,
pendidikan, sosial dan ekonomi;

4. Pemulihan dan penguatan sistem kesehatan;

5. Penguatan sistem jaring pengaman sosial,

6. Penguatan wawasan kebangsaan dan nilai nilai budaya lokal
dalam sendi kehidupan masyarakat;

7. Peningkatan ketahanan pangan;

8. Peningkatan ketahanan bencana;

9. Peningkatan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan
publik;

10.Transparansi pengelolaan belanja daerah didukung sistem
informasi yang terintegrasi, meliputi perencanaan, pelaksanaan,
monitoring, evaluasi dan pelaporan;

11.Pelaksanaan skenario tatanan normal baru dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan
memperhatikan protokol Covid-19.

12.Pelaksanaan program skala besar dan prioritas.

RENCANA PERUBAHAN BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL,
BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA
Berdasarkan realisasi belanja daerah sampai dengan triwulan I
tahun 2021 serta rarget belanja daerah pada tahun 2021 yang semula
sebesar Rp9.828.392.793.866,-, terjadi penyesuaian sebesar

Rp929.552.682.495,- atau -9,46%, maka perkiraan perubahan belanja

daerah menjadi sebesar Rp8.898.840.111.371,- yang terdiri dari:

1. Belanja  Operasi yang semula  ditargetkan  sebesar
Rp7.442.236.820.643,- terjadi penyesuaian sebesar
Rp13.561.105.884,- atau -0,18% menjadi Rp7.455.797.926.527
dengan rincian sebagai berikut :
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a. Belanja pegawai yang semula ditargetkan sebesar
Rp2.651.970.819.266,- terjadi penyesuaian sebesar
Rp103.695.617.769,- atau -3,91% menjadi
Rp2.548.275.201.497,-

b. Belanja Barang dan Jasa yang semula ditargetkan sebesar
Rp4.535.628.975.383,- meningkat sebesar
Rp132.848.698.957,- atau 2,93% menjadi  sebesar
Rp4.668.477.674.340,-.

c. Belanja Hibah yang semula ditargetkan  sebesar
Rp254.572.466.194,- terjadi penyesuaian sebesar
Rp15.591.975.304,- atau -6,12%  menjadi  sebesar
Rp238.980.490.890,-.

d. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp64.559.800,-.

2. Belanja Modal sebesar yang semula ditargetkan sebesar
Rp2.369.905.973.223,- terjadi penyesuaian sebesar
Rp964.597.383.440,- atau -40,70% menjadi Rp1.405.308.589.783,-
dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Modal Tanah yang semula ditargetkan sebesar
Rp337.183.109.864,- terjadi penyesuaian sebesar
Rp173.131.205.899 atau -51,35% menjadi Rp164.051.903.965,-

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang semula ditargetkan
sebesar Rp302.271.132.510,- terjadi penyesuaian sebesar
Rp101.470.766.361,- atau -33,57% menjadi
Rp200.800.366.149,-.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang semula ditargetkan
sebesar Rp657.307.577.403,- terjadi penyesuaian sebesar
Rp276.888.663.842,- atau -42,12% menjadi
Rp380.418.913.561,-

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi yang semula ditargetkan

sebesar Rpl1.053.744.116.364,- terjadi penyesuaian sebesar
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Rp410.393.667.217,- atau -38,95% menjadi
Rp643.350.449.147, -

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang semula ditargetkan
sebesar Rp19.400.037.082,- terjadi penyesuaian sebesar
Rp2.713.080.121,- atau -13,98% menjadi Rp16.686.956.961,-.

3. Belanja Tidak Terduga yang semula ditargetkan sebesar
Rp15.000.000.000,- meningkat sebesar Rp19.178.160.389,- atau
127,85% menjadi sebesar Rp34.178.160.389,-

4. Belanja  Transfer yang semula  ditargetkan  sebesar
Rp1.250.000.000,- meningkat sebesar Rp2.305.434.672,- atau
184,43% menjadi sebesar Rp3.555.434.672,- dengan rincian
sebagai berikut :

a. Belanja Bagi Hasil semula ditargetkan sebesar Rp750.000.000,-
meningkat sebesar Rp2.305.434.672,- atau 307,39% menjadi
sebesar Rp3.055.434.672,-.

b. Belanja Bantuan Keuangan Rp500.000.000,-.

Adapun realisasi belanja daerah pada tahun 2021 sampai dengan
triwulan Il dan target belanja daerah tahun 2021 serta rencana
perubahan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
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Tabel 5.1
Target Belanja Daerah Pada Tahun 2021 dan Realisasi Belanja Daerah sampai dengan Triwulan Il serta
Rencana Perubahan Tahun 2021

Reelieesl el Rencana Perubahan
NO URAIAN Target APBD 2021 Triwulan Il Tahun Selisih
2021 2021

1 BELANJA OPERASI 7.442.236.820.643 2.644.442.645.144 7.455.797.926.527 13.561.105.884
a. Belanja Pegawai 2.651.970.819.266 1.164.843.855.247 2.548.275.201.497 (103.695.617.769)

b. Belanja Barang dan Jasa 4.535.628.975.383 1.424.649.052.661 4.668.477.674.340 132.848.698.957

c. Belanja Bunga - - -

d. Belanja Subsidi - - -

e. Belanja Hibah 254.572.466.194 54.949.737.236 238.980.490.890 (15.591.975.304)

f. Belanja Bantuan Sosial 64.559.800 - 64.559.800 -

2 BELANJA MODAL 2.369.905.973.223 252.460.594.091 1.405.308.589.783 (964.597.383.440)
a. Belanja Modal Tanah 337.183.109.864 143.213.618.000 164.051.903.965 (173.131.205.899)

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 302.271.132.510 32.151.924.976 200.800.366.149 (101.470.766.361)

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 657.307.577.403 22.958.565.365 380.418.913.561 (276.888.663.842)

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi 1.053.744.116.364 53.702.216.585 643.350.449.147 (410.393.667.217)

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 19.400.037.082 434.269.165 16.686.956.961 (2.713.080.121)

3 | BELANJA TIDAK TERDUGA 15.000.000.000 31.700.000 34.178.160.389 19.178.160.389
4 BELANJA TRANSFER 1.250.000.000 - 3.555.434.672 2.305.434.672
a. Belanja Bagi Hasil 750.000.000 - 3.055.434.672 2.305.434.672

b. Belanja Bantuan Keuangan 500.000.000 - 500.000.000 -
JUMLAH BELANJA 9.828.392.793.866 2.896.934.939.235 8.898.840.111.371 (929.552.682.495)

Sumber : Bappeko dan BPKPD 2021
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BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. KEBIJAKAN PERUBAHAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dilakukan berdasarkan
dilakukan berdasarkan Surat Badan Pemeriksa Keuangan.Perwakilan Provinsi
Jawa Timur Nomor : 465/S-HP/XVIII-SBY/05/2021, Perihal : Hasil Pemeriksaan
atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2020,
tanggal 11 Mei 2021 yang memuat lampiran Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor
46.A/LHP/XVIII.SBY/05/2021 Tanggal 7 Mei 2021. Penerimaan pembiayaan
pada realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 yang semula diproyeksikan sebesar Rp1.177.990.109.525,- berdasarkan
hasil pemeriksaan menjadi sebesar Rp316.612.578.243,- bersumber dari Sisa

Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).
6.2. KEBIJAKAN PERUBAHAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaraan pembiayaan tahun 2021 dialokasikan untuk penyertaan
modal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012
tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya dengan
sisa penyertaan modal sebesar Rp18.825.515.000,- serta Peraturan Daerah
Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Pertama Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang
Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat I
Surabaya dengan sisa penyertaan modal sebesar Rp9.929.481.387 ,-.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2021 diproyeksikan sebesar
Rp10.000.000.000,- hal ini mempertimbangkan Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SILPA) Tahun 2020 berdasarkan Audit BPK dan kondisi Pandemi
Covid-19.
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BAB Vi
STRATEGI PENCAPAIAN

Perubahan Kebijakan umum APBD Tahun 2021 disusun sesuai dengan

arah kebijakan perubahan pendapatan daerah, arah kebijakan perubahan

belanja daerah dan arah kebijakan perubahan pembiayaan daerah yang akan

dicapai pada tahun 2021. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi

yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan perubahan APBD 2021.

7.1. STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam mencapai

target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah kongkrit

sebagai berikut:

1.

Pembaruan data pajak dan retribusi daerah dalam mengoptimalkan
intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang
dilaksanakan oleh 14 Perangkat Daerah serta 2 RSUD;
Mengembangkan pelayanan pajak daerah dengan pembayaran pajak
secara daring yang dilaksanakan secara bertahap oleh BPKPD;
Melakukan evaluasi terhadap potensi dan regulasi penetapan tarif
pendapatan dari pajak dan retribusi daerah sesuai yang diamanatkan
di dalam Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah yang dilaksanakan oleh 14 Perangkat Daerah serta
2 RSUD;

Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber
penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara
intensif yang dilaksanakan oleh TAPD;

Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dilaksanakan oleh Sekretariat
Daerah;
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6. Mengoptimalkan penerimaan Dana Perimbangan dengan cara

mengirimkan pembaruan data-data fiskal dan karakteristik wilayah
kepada Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh TAPD.

7.2. STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi

sebagai berikut:

1.

Pemulihan ekonomi melalui dukungan kepada UMKM dan sentra
wisata kuliner, kemudahan perizinan untuk peningkatan iklim investasi,
pemulihan sektor pariwisata serta perdagangan dengan tetap
menerapkan protokol kesehatan;

Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan
khusus (Dana Alokasi Khusus) untuk kegiatan peningkatan kapasitas
koperasi dan UKM pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kegiatan
peningkatan kualitas tata kelola destinasi pariwisata dan kapasitas
masyarakat pelaku usaha bidang kepariwisataan pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata;

Penataan kawasan permukiman dan wilayah perkotaan dengan
memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota
yang terpadu dan efisien;

Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan melalui upaya
pemilahan sampah dengan metoda 3R melalui pembangunan TPS 3R
untuk mendukung penurunan sampah yang masuk ke TPA, serta
pembangunan fasilitas PLTSA;

Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 21,06% untuk penguatan
penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah dan pendidikan
nonformal, peningkatan kualitas SDM pendidikan, pengembangan
minat bakat dan kreatifitas siswa serta peningkatan kualitas sarana
prasarana pendidikan;

Anggaran kesehatan dialokasikan 27,62% untuk penguatan program

promotif dan preventif, perbaikan mutu pelayanan kesehatan primer
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dan rujukan, Jaminan Kesehatan Nasional untuk mencapai universal
health coverage, surveillance penyakit menular dan penyakit tidak
menular serta sistem kesehatan terintegrasi;

Pemutakhiran secara berkala terhadap data terpadu kesejahteraan
sosial dan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

Penguatan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai budaya lokal melalui
partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang mendorong pemahaman
nilai-nilai kebangsaan, penyelenggaraan festival seni dan budaya serta
upaya perlindungan dan pelestarian terhadap benda, situs dan
kawasan cagar budaya,;

Penguatan ketahanan pangan melalui urban farming dan diversifikasi
pangan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dalam
memenuhi kebutuhan pangan dari hasil pekarangannya sendiri;
Peningkatan ketahanan bencana melalui penyiapan tanggap bencana
mandiri di masyarakat;

Menerapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kecerdasan
intelektual, mental spiritual dan ketrampilan SDM dalam rangka
meningkatkan pelaksanaan program, kegiatan, dan pelayanan kepada
masyarakat;

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan publik
melalui eGovernment untuk mengurangi intensitas pertemuan tatap
muka;

Penyediaan sarana prasarana sesuai dengan standar protokol
kesehatan pada gedung pendidikan, kesehatan dan gedung
pemerintah serta sarana publik.

Pendanaan bagi program prioritas dan skala besar dengan

mengedepankan prinsip money follow program.
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7.3. STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam mencapai
target pembiayaan daerah sebagai berikut :
1. Optimalisasi penggunaan Silpa untuk pemenuhan belanja prioritas;

2. Evaluasi dan optimalisasi kinerja BUMD.
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BAB VIl
PENUTUP

Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang telah dibahas dan
disepakati, menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Perubahan
Kebijakan Umum APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2021, antara DPRD
dengan Pemerintah Kota Surabaya, yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut
menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran
Perangkat Daerah (RKA-PD), dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021.

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 ini
diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam
mengimplementasikannya secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan
demikian diharapkan Masyarakat Kota Surabaya dapat merasakan manfaatnya
secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Apabila dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan daerah Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2021 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan
pada Kebijakan Umum APBD ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan
sepanjang ada kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan
DPRD Kota Surabaya.
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Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021
ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Surabaya,
PIMPINAN
WALIKOTA SURABAYA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
selaku, DAERAH KOTA SURABAYA
PIHAK PERTAMA selaku,
PIHAK KEDUA
ERI CAHYADI DOMINIKUS ADI SUTARWIJONO, S.IP
KETUA

Hj. LAILA MUFIDAH, S.AQ.
WAKIL KETUA

Drs. A. HERMAS THONY, M.Si.
WAKIL KETUA

RENI ASTUTI, S.Si
WAKIL KETUA
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